PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 3 TAHN 1963
TENTANG
PERATURAN MENCENAI - STATUS DAN KEDUDLKAN KEUANGAN
PEGAWAI NECER S PI L DAN ANGEOTA ANGKATAN KEPQLI S| AN
O PRCPNS | R AN BARAT

KAM , PRES DEN PANGLI VA TERTI NG3  ANGKATAN PERANG
REPUBLI K | NDONESI A/ PANGLI MA BESAR KOVANDO
TERTI NG3 PEMBEBASAN | R AN BARAT,

Meni nbang :

bahwa perlu nenetapkan ketentuan-ketentuan nengenai status dan kedudukan
keuangan pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Kepolisian yang
di pekerjakan di Propinsi Irian Barat selana jangka waktu yang ditentukan
nenur ut Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963;

Mengi ngat

a. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 10 Unhdang- undang Dasar;

b. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lenbaran-Negara tahun 1952 No. 78)
tentang hak pengangkatan dan penber henti an pegawai negeri sipil;

C. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 tentang Penbentukan Propinsi
Irian Barat Bentuk Baru (Lenbaran-Negara tahun 1962 No. 1 dan
Tanbahan Lenbar an- Negara No. 2372);

d. Penet apan Presiden No. 1 tahun 1963 tentang Penerintahan Irian Barat
seger a setel ah di serahkan kepada Republ i k | ndonesi a;

Mendengar

Menteri Pertama, Vékil Menteri Pertana B dang Pertahanan/ Keananan ner angkap
Wkil Panglina Besar Komando Tertinggi Penbebasan Irian Barat, Ve&kil
Ment eri Pertana  Koor di nat or Irian Barat, Kepala Staf Kormando
Tertinggi/ Penbebasan Irian Barat dan Vékil Menteri Pertana/ Menteri lain
yang ber sangkut an;

Mermut uskan:

Menet apkan ;
Peraturan Presiden tentang Status dan Kedudukan Keuangan Pegawai Negeri
S pil dan Anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat.

Pasal 1.

(1) Pada saat Witea pada tanggal 1 Mei 1963 nenyer ahkan kekuasaan atas
daerah Irian Barat kepada Penerintah Republik Indonesia, naka senua
pegawnai yang bekerja pada Penerintahan Untea sel ana tidak ditentukan
| ain yang khusus beralih kerja pada Pererintah Republik Indonesi a.

(2) Dengan tidak nengurangi ketentuan dal am pasal 2 dan pasal 4 Peraturan
ini, nmaka kedudukan jabatan dan kedudukan keuangan dari pada pegawai
tersebut dalam pasal ini sanpai ada ketentuan lebih |anjut tidak
ber ubah.

Pasal 2.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pegawai Republ i k I ndonesi a yang pada tanggal 1 Mei 1963 beralih kerja
nenurut ketentuan pasal 1 Peraturan ini atau yang diangkat dan
ddi pekerj akan nenurut pasal 4 Peraturan ini tetap nenerina gaji penuh
dan penghasi | an | ai nnya dal am nmata uang rupi ah nenurut peraturan yang
ber | aku bagi nya.

Dsanping gaji dan penghasilan ternaksud dal am ayat (1) diberikan
pula tunjangan kerja tiap bulan dalam mata uang Rupiah Irian Barat
nenur ut ket entuan sebagai berikut :

a. PGP N-1961Gl . All......... |. B. Rp. 100, -
b. YAV I T " 150, -
C. BIl......... ' 200, -
d. BRIl......... ' 225, -
e. Bl ........ ' 250, -
f. BRIIl........ ' 275, -
g. all......... ' 350, -
h. QQll......... " 375, -
i. -"- alll......... " 400, -
j. aalll........ " 425, -
k. -"- DIil......... " 500, -
. 50 I I " 525, -
m DIi......... " BBO, -
n. 50 I I I " 575, -
0. Ell......... " 650, -
. Elll......... 700, -
g. - Fil......... 800, -
r. FAIL ..o 850, -
S. - FHIV......... 900, -
t. FHV......... ' 950, -
u. FHM......... " 1.000, -
ke atas.

Bagi Kepal a-kepal a Bagi an Penerintahan diberikan tunjangan jabatan,
yang perincian nana jabatan dan besarnya junitah tunjangan ditetapkan
ol en Penerintah Pusat atas usul QGubernur.

Bagi nereka yang kel uarganya tel ah dipindahkan ke Irian Barat gaji
dan penghasilan dalam mata uang rupiah yang diterinanya dapat
diterimakan di Irian Barat dal amjumah mata uang Rupiah Irian Barat
berdasarkan nilai resm.

Pasal 3.

Kedudukan keuangan dari pada para anggota Angkatan Darat, Angkatan
Laut, Angkatan Wdara dan Aagkatan Kepolisian yang nenjal ankan
penugasan  khusus di Irian  Barat di atur dal am Keput usan
Presi den/ Pangl i na Terti nggi Angkat an Per ang Republ i k
I ndonesi a/ Pangl i ra Besar Konando Tertinggi Pem bebasan Irian Barat
No. 16/ P m Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat.

Ber dasarkan al asan praktis, naka jam nan nakan dan perunahan dan | ain
sebagai nya, yang bagi suatu kesatuan nerupakan tanggungan Peneri nt ah,
kepada anggota Angkatan Kepolisian Negara yang bekerja tetap dal am



susunan Penerintahan Propinsi Irian Barat diberikan dal am bentuk
uang. Tabel dibawah ini adalah penetapan juntiah total dari pada
jamnan-jamnan tersebut diatas dengan jumah yang saku nmenurut
keput usan Presiden No. 16 tersebut dal amayat (1).

a. PGPol.-1961 GlI/A........ | . B. Rp. 250, -
b. I/B........ " 300, -
C. [/C........ " 350, -
d. /A ........ " 450, -
e. [/B........ " 500, -
f [/C........ " Bh0, -
g. L [ I N " 650, -
h. [H1/B........ " 700, -
i [Hi/C........ " 750, -
j. IMA........ " 850, -
k. IVIB......... " 900, -
| . IMC........ " 950, -
m IMD........ " 1.000, -
keat as
Pasal 4.

Maxi mum gaji/tunjangan kerja didaerah Propinsi Irian Barat, yang dapat
di beri kan ol eh instansi Penerintah seperti Perusahaan Negara dan Bank- bank
Penerintah adal ah 1. 000 rupi ah Irian Barat.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak nengurangi Kketentuan-ketentuan khusus yang telah atau
yang akan ditetapkan serta dengan nengi ndahkan perat uran-perat uran
kepegawai an yang berl aku bagi pegawai negeri sipil Republik Indonesia
dan anggota Angkatan Kepolisian yang dipekerjakan pada pel bagai
bagian Penerintahan di Propinsi Irian Barat, dipekerjakan untuk
senentara, diangkat dal amjabatan tetap Republik |ndonesia, di angkat
untuk senentara atau tetap dalam jabatan, diberhentikan dari
pekerjaan senentara, diberhentikan dari jabatannya dan di berhentikan
dari jabatan Negeri oleh :

a. Presiden Republik Indonesia : nengenai pegawai yang digaji
nenurut golongan F ruang V keatas atau yang sederajat dengan
gol ongan atau ruang gaji itu atas usul Qubernur Irian Barat;

b. Menteri yang bersangkutan, setelah nendengar Qibernur Irian
Barat : nengenai pegawai |ainnya terkecuali yang tersebut dal am
huruf a.

(2) Menteri yang bersangkutan dapat nenguasakan kepada Qubernur Irian
Barat untuk atas namanya nenet apkan hal - hal kepegawai an yang di maksud
dal amayat (1) huruf b.

Pasal 6.
Untuk nenperlancar penyel enggaraan hal -hal kepegawai an ber dasarkan

perat uran-perat uran kepegawai an yang berlaku dan yang akan ditetapkan
kemudi an khusus untuk Propinsi Irian Barat, mulai tanggal 1 Mei 1963 ol eh



Kantor Wusan Pegawai di perbant ukan kepada Qubernur Propinsi Irian Barat
seorang ahli kepegawaian latau lebih) dari Kantor Wusan Pegawai, Yyang
di bawah pi npi nan Quber nur di pekerj akan dal am Bagi an Kepegawai an yang pokok
tugasnya nenyel esai kan persoal an-persoal an kepegawai an nenurut ket ent uan
dan peraturan yang ber| aku.

Pasal 7.

PENUTUP.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbara-Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 1963.
Presi den/ Pangl i na Tertinggi Angkatan Perang
Republ i k | ndonesi a/ Pangl i ra Besar Konando
Tertinggi Penbebasan Irian Barat.
ttd.
SUKARNQ
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 1963.
Sekretari s Negar a,
ttd.

MOHD, | GHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1963 NCMIR 24



